Pemakai Terdahulu

2025

Peraturan Menteri Hukum No. 1, BN 2025 (54) : 9 him.

Peraturan Menteri Hukum tentang Pemakai Terdahulu

ABSTRAK:

CATATAN:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Paten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Pemakai Terdahulu.

Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 13 Tahun 2016;
Perpres Nomor 155 Tahun 2024; dan Permenkum Nomor 1 Tahun 2024.

Permenkum ini mengatur mengenai pemakai terdahulu dengan menetapkan batasan
istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemakai Terdahulu adalah pihak yang
melaksanakan Invensi terlebih dahulu sebelum Invensi yang sama diajukan sebagai
permohonan Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan
sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk
melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses,
penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem,
metode, dan penggunaan. Pihak yang melaksanakan Invensi pada saat Invensi yang
sama diajukan permohonan Paten, tetap berhak melaksanakan Invensinya walaupun
terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten. Pihak yang melaksanakan
suatu Invensi dimaksud sebagai Pemakai Terdahulu. Permohonan Pemakai Terdahulu
harus diajukan kepada Menteri.

Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
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